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STUDI TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CATATAN SIPIL
KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA
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Abstrak

Studi tentang Transparansi penyelenggaraan pelayapablik pada
kantor catatan sipil kabupaten bulungan dibawah iimgan Budiman, S.IP.,
M,Si selaku pembimbing | dan Melati Dama, Sos.j Befaku pembimbing Il

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Trzr&NSI

penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor catasgpil dikabupaten
bulungan kalimatan utuara dan menegetahui faktorgyenenjadi penghambat
transaransi penyelenggaran pelayanan publik.
Teknik pengumpulan data dengan melakukan studirpeg@kaan, studi
lapangan yang meliputi pengumpulan data melaluiideg observasi dan
pengamatan langsung pada objek penelitian, peaerlitdokumen, serta
mengadakan wawancara untuk mendapakan informagj {eiih jelas sesuai
dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Analissgadyang digunakan
adalah analisis data kualitatif merupakan proseklus data dan interaktif
yang bergerak diatanra empat sumbu yaitu pengummpudata, reduksi
data,penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh menujukan bahvsudah
diterapkan transparansi penyelengaraan pelayanaarblip pada kantor
catatan sipil kabupaten bulungan hal tersebut dagiéihat dari keterbukaan
pelayanan yang transparan menunjukan eksistensks@ada masyarakat.
Adapun masalah yang dihadapi oleh Dinas kependuddka pencatatan sipil
terutama pada keterbatasan ialah mengenai ketesatdpaya penyelesaiaan
adminitrasi dari dinas tersebut, selain itu anggrgang disediakan oleh
pemerintah daerah, serta kurangnya kantor pembaattau cabang yang
disediakan oleh pemerintah daerah sehingga beludapdit hasil secara
maksimal.

Kata Kunci : Transparans penyelenggaraan pelayanan
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Pendahuluan
Latar Belakang

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayamabal-balik
antara pemerintah dan masyarakat melalui penyedthiéamnasi dan menjamin
kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah skebutuhan penting
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaenath. Berkaitan dengan
hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif meikdre informasi lengkap
tentang  kebijakan dan layanan yang  disediakannya padee
masyarakat. Transparency (transparasi) merupakiah satu prinsip dalam
mewujudkan good governance (pemerintah yang bgdgd governance dan
otonomi daerah adalah dua konsep yang saling bankadlan berinteraksi
dalam suatu koleksi yang bersifat positif. Keduasging menyediakan iklim
kondusif yang perkembangan satu sama lain. Akaaptekonsep good
governance mudah diucapkan, namun agak sulit umeetumuskan kedalam
suatu bahasa diterima khayalak karena didalamngauadur etika atau tata
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerahskboya pemerintah
kabupaten/kota, pada dasarnya diprioritaskan umbgkingkatkan kualitas
pelayanan publik di daerah masing-masing agar daggmhahami keinginan
masyarakat. Bagi daerah itu sendiri, otonomi medgag konsekuensi bahwa
pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengkepentingan
pemerintah, kemasyarakatan dan pembanguanan memuakiarsa dan
aspirasinya sesuai dengan keadaan setempat. K@atatan sipil kabupaten
Bulungan Kalimantan Utara adalah salah satu dadaWwapelayanan publik
yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksananka@agan kegiatan teknis
operasional dan atau kegiatan teknis penunjangdatigi pajak daerah,
distribusi daerah, dan pendapatan lain — lain.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikah pkenulis, maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Transparansi penyelengaraan Pelay@oblik Pada kantor
Catatan Sipil di kabupaten Bulungan Kalimantan &&r
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Trearsgiapenyelenggaran
Pelayana Publik pada Kantor Catatan Sipil?

Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menetapkan tujuan efidan sebagai
pedoman maupun arahan agar penelitian tetap sésngan yang diharapkan
oleh peneliti. Sehingga tujuan dari penelitianadalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Transparasi penyelenggaraay&ehn Publik pada
kantor Catatan Sipil kabupaten Bulungan Kalimartiz&
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2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghanmbaliaansparasi
penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor @atapd Kabupaten
Bulungan Kalimantan Utara.

Manfaat penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka manfaat liganeini disamping

manfaat bagi penulis yaitu sebagai pengalaman nsedah berfikir ilmiah

juga merupakan pengembangan ilmu pengetahuan gedasglitian yang lebih

luas di masa mendatang. Maka penelitian ini memgunyanfaat sebagai

berikut:

1. Dalam melaksanankan Transparasi penyelenggBelaganan Publik Pada
kantor Catatan sipil kabupaten Bulungan Kalimanat&ra

2. Sebagai informasi bagi pihak yang berkepentinggang ingin
menggunakan hasil penelitian ini sebagai baharapeéibgan.

3. Diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi ilmg@&huan khususnya
ilmu pemerintahan serta bahan penelitian bagi gepeheliti selanjutnya.

Kerangka Dasar Teori
Transparans

Transpransi merupakan konsep yang sangat penting noenjadi
semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya giken untuk
mengembangkan praktikjood governance Praktik good goveranance
mensyarakatkan adanya transparasi dalam proseglpeggaran pemerntah
secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk kerlman menjamin aksese
stakeholderterhadap berbagai informasi mengenai proses kealnijghublik,
alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, perteantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan

Menurut Islamy (2001:25) Transparency, transparditsingun diatas
dasar kebebasan arus informas. Proses — prosebadam- lembaga dan
informasi secara langsung dapat diterima oleh kaeg@ang membutuhkan.
Informasi harus dipahami dan dapat di monitor.

Dwiyanto (2005:242) mengemukakan ada tiga indikatansparasi
yang dapat digunakan, indikator pertama adalah olemgingkat keterbukaan
disini meliputi seluruh proses pelayanan publikjigsuk didalamnya adalah
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan,asedra pelayanan.
Persyaratan yang harus dipenuhi harus terbuka daahmdiketahui oleh para
pengguna. Penyelenggaraan pelayanan harus berusafeglaskan kepada para
pengguna mengenai persyaratan yang harus dipenatserta alasan
diperlukannya persyaratan itu dalam proses pelayana

Indikator yang kedua dari transparasi menunjuk #apaeberapa
mudah praturan dan prosedur pelayanan yang dapaltaini oleh pengguna
dan stakeholderyang lain. Maksud dipahami disini bukan hanya daksin
literal semata tetapi juga makna dibalik semua gos dan peraturan itu.
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Penjelasan mengenai persyaratan,prosedur,biayavdltu yang diperlukan
sebagai adanya merupakan hal yang paling pentiggdaaa pengguna. Jika
rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dbterima oleh para
pengguana, maka kepatuhan terhadap prosedur daanaskan mudah
diwujudkan.

Indikator ketiga dari transparasi adalah kemudal@ok memperoleh
informasi mengenai berbagai aspek penyekenggaradayaman publik.
Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mendpmmbagai aspek
penyelenggaraa pelayanan publik semakin tinggnprassi. Misalnya, ketikan
pengguna dengan mudah memperoleh informasi mendpsnyza dan waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan mp&kmyanan maka
pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki transpasi yang tinggi.

Pelayanan
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebalgaiitas seseorang,
sekelompok dan/atau organisasi baik langsung matigak langsung untuk
memenuhi kebutuhan. Konsep pelayanan dalam pendaef@asa Indonesia
pelayanan dalam arti bahasa inggris ada 2, yaitmirastering dalam
administration dan servising dalam servis (pubkkvss dan civil service).
Konsep adminitration lebih menunjukan sistem (strgk dan proses
ketimbangan subtansial kebutuhan manusia dan pubilangkan konsep
service (servis) sebaliknya. Bahasa Inggris sesvitte sendiri dapat diartikan
sebagai proses (pelayanan), dan dapat pula diartighagai produk (output,
layanan, hasil layanan).

pelayanan merupakan sesuatu kegiatan dimana adsedw@m atau
pemberi layanan dengan penerima layanan, dimandegyerayanan harus
dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yangndiamyoleh penerima
layanan dalam hal ini masyarakat. Dalam hal pelayapenulis mengacu pada
pendapat Moenir dalam Pasolong, dimana pihak pendy@nan harus dapat
memenuhi kebutuhan pihak yang dilayananinya sdeagsung tanpa adanya
perantara agar terjadi komunikasi antara yang mandyganan dengan yang
meneri layanan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskaayaean sebagai
hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani
Kemudian dalam Kapmen PAN tahun 1993 mengemukaithwd, “pelayanan
adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalamkobatang atau jasa dalam
rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Menurut Moenir (2001:47) berpendapat bahwa pelya®cara umum
yang didambakan adalah :
a. Memudahkan dalam pengurusan kepentingan.
b. Mendapatkan pelayanan yang wajar.
c. Mendapatkan perlakuan yang samatanpa pilih kasih.
d. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.
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Dengan dimudahkannya segala urusan saat menyalakgg
pelayanan menjadikan pelayanan semakin cepat wfihécikan, dan sikap
yang tidak pilih serta jujur dan terang menjadilgatayanan yang diberikan
akan semakin memuaskan dan tidak mengecaewakamakaty
Publik
Publik pada dasarnya berasal dari bahasa ingguisliy yang berarti umum,
rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Menurut Sgaflalam Pasolong
(2007:6) mengatakan, “publik adalah sejumlah manugang memiliki
kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikaptirddakan yang benar dan
baik berdasarkan nilai — niai norma yang merekéihil

Menurut Kencana Inu (1999) mengatakan, “publikla@tanasyarakat
umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur ddayani oleh pemerintah
sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadakgdang bertindak sebagai
penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya”

Selain itu, H. George Frederickson dalam Pasold@§07:6),
menjelaskan konsep “publik” dalalm lima perspekydijtu (1) publik sebagai
kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebaganifestasi dari interaksi
kelompok yang melahirkan kepentinga masyarakatp(®)ik sebagai pemilih
yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas imtliv individu yang berusaha
memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3)likwdebagai perwakilan
kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publikakili melalui “suara”, (4)
publik sebagai konsumen, konsumen sebenarnya tetdki dari individu —
individu yang tidak berhubungan satu sama lain, uramhalam jumlah yang
cukup besar, mereka menimbulkan tuntutan pelaybmakrasi.

Karena itu posisinya dianggap sebagai publik, @npublik sebagai
warganegara, yaitu warga negara dianggap sebablk mebagai partisipasi
masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara daelruh proses
penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai sesunmf paling penting

Adapun pelayanan publik menurut Sinambela dalam olBag
(2007:128), adalah sebagai setiap kegiatan yangkukan oleh setiap
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang mensékiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, ndenawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada spabduk secara pisik.
Sedangkan Agung Kurniawan dalam Pasolong (2007:12@&ngatakan
bahwa,”pelayanan publik adalah pemberian pelaygnaiayani) keperluan
orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepeaartipgda organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yangdi¢ahpkan.

Dalam Undang — undang No 25 Tahun 2009 tentanyaeda publik,
terdapat pengertian pelayanan publik merupakanakagi atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayaeanai dengan
peraturan perundang — undangan bagi setiap waggan€lan penduduk atas
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barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yahgediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Perhatian pemerintah terhadap perbaikan pelayageadia masyarakat,
sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pedomaara atdgin adalah
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar&MENPAN) Nomor
63 Tahun 2003 yang mengemukakan tentang prinsisipripelayanan publik
sebagai berikut : (1) Kesederhanaan, (2) Kejelag&h Kepastian Waktu, (4)
Akurasi, (5) Keamanan, (6) Tanggung Jawab, (7) kgkapan sarana dan
Prasarana, (8) Kemudahan Akses, (9) Kedisiplinargsoanan dan
Keramahan, (10) Kenyamanan.

Di dalam kepmen PAN No. 26 Tahun 2004, tentang ripgkuTeknis
Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan y&sa Publik,
menyebutkan trasparasi pelayana publik merupakdakgsnaan tugas dan
kegiatan yang bersipat terbuka bagi masyarakat gesses kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau gediegerya, serta mudah
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi

Kemudian di dalam Kepmen PAN No. 26 Tahun 200taieg
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas BEmggaraan Pelayanan
Publik, menyebutkan bahwa transparansi dalam pengghraan pelayanan
publik utamanya, meliputi : (1) manajemen dan pEmggaraan pelayanan
publik, (2) prosedur pelayanan, (3) persyaratanmisekdan administratif
pelayanan, (4) rincian biaya pelayanan, (5) walkdnyplesaian pelayanan, (6)
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawaboKayil pelayanan, (8) janiji
pelayanan, (9) standar pelayanan publik, dan (f6jmasi pelayanan.

Definisi konsepsional

Adapun yang menjadi Definisi Konsepsional dalam ghigan ini adalah
Transparansi penyelenggaran pelayanan publik. paaassi penyelenggaraan
pelayana publik ialah, satu proses yang bersfdiuka dan adanya kejelasan
atas tindakan seseorang atau organisasi kepad& [a@lm didalam rangka
memberikan pelayanan secara langsung atau tidakisuag dengan
memberikan kejelasan dan kepastian keterbukaan seguo'tata cara
pelayanan,persyaratan pelayanan,unit kerja/pejalaatg berwenang dan
pertanggung jawaban,rincian biaya / tarif pelayadan jadwal penyelesaian
pelayanan

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian kigdif kualitatif.
Arikunto (2005) menuliskan penelitian Deskriptif mpakan penelitian yang
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengetatus suatu gejala
yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yangpada saat penelitian
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dilakukan. Menurut Bogdan dan Blikedalam Sugiyong 2005:9) ada lima
karateristik dalam penelitian kualitatif, yaitu :

1. Penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alaan peneliti
brperan sebagai instrument inti.

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, menggatgdata yang
dikumpulkan lebih banyak kata-kata dan gambaran kémdaan
tentang permaslahan yang akan diteliti.

3. Penelitian kualitatif menekankan pada proses

4. Penelitian kialitatif cenderung menganalisis seaadaktif.

5. Penelitian kualitatif menekankan kepada makna.

Erikson dan Susan Stainbaakalam Sugiyono, 2005:10) menyatakan
Bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagarikut :

1. Penelitian kualitatif dilakukan secara intensif.

2. Peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, naatchati-hati apa
yang terjadi

3. Melakukan analisis terhadap berbagai dokumen ydaagdkan

4. Membuat laporan penelitian secara mendetail.

Transparansi penyelenggaran pelayaan publik pada Kator catatan sipil

Mengingat pentingnya transparansi dalam penyeleaggpelayanan
publik, Dinas Pencatatan Sipil dan kependudukanuiaten Bulungan telah
berupaya memberikan sikap yang terbuka dan tramspeepada masyrakat
dari pengurusan administrasi kependudukan yang berikujuan memudahkan
pendataan kependudukan di Kabupaten Bulungan seeargeluruh,

Sejalan dengan adanya paradigma Pemerintah kearsparansi dan
pelayanan yang partisipasif dan akuntabel, maka®ikependudukan dan
Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan Pemerintah Relayanan pada
masyarakat

Menurut Islamy (2001 :28) Transparansi lebih mealyakepada
kejelasan makanisme formulasi dan implementasijde, program dan
proyek yang dibuat dan dilakasanakan oleh pemériftamerintah yang baik
adalah pemerintah yang bersifat transparan terhesdaatnya, baik ditingkat
pusat maupun ditingkat daerah.

Keterbukaan biaya
Hermawan mendefinisikan bahwa Biaya adalah kasu atdai

ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkaangadan jasa yang
diharapkan memeberi manfaat saat ini dan dimasa dlk#ang bagi suatu
organisasi atau instansi

Keterbukaan biaya merupakan konsep yang pentingraanjadi sangat
penting mengingat masyarakat yang menginginkarrtkagtaan salah satunya
ialah keterbukaan mengenai biaya yang jelas dengaryampaikan langsung
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kepada masyarakat, dengan upaya Dinas Kependudisafencatatan Sipil
memeberikan sikap transparan dalam menyampaikamdkyani administrasi
kependudukan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah telah mengeluarkan undang — gridar24 tahun

2013 pengurusan dan penerbitan dokumen tidak digubigya, namun dari
hasil penelitian lapangan, ketetapan pemerintahratadersebut belum
terlaksana dengan merata, karena masih ada belbeesgyarakat dikabupaten
bulungan yang masih dikenai biaya pengurusan adtrasi kependudukan.

Keterbukaan waktu
Waktu menurut kamus besar bahasa indonesia (20@apha seluruh

rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keddmada atau berlangsung.
Dalam hal ini waktu penyelesai yang terbuka sanddutuhkan oleh
masyarakat sebagai rangkaian proses peneyelesaignefas dan terbuka.

Sesuai dengan peraturan Bupati Bulungan yang tpitatalam aturan
no 7 tahun 2011 tentang standar pelayanan pubbidatig Administrasi
Kependudukan, bahwa dengan adanya peraturan Budtingan telah
menetapkan jaminan waktu dalam penyelesaian pesg@dministarsi
kependudukan. Dengan adanya peraturan dari KamasOXependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tentang jamip@nyelesaian, yang
diberikan dari Dinas tersebut bisa sampai satu gungtau selambat —
lamabatnya dua minggu waktu penyelesaian, kejelpseaturan ini diterapkan
oleh Dinas kependudukandan pencatatan Sipil kepadgrakat, sebagai suatu
kejelasan indetitas dan pendataan masyarakat
Peraturan dan prosedur pelayanan

Pelayanan merupakan sesuatu kegiatan dimana adedpam atau
pemberi layanan dengan penerima layanan, dimanadegerayanan harus
dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yangndiamg oleh penerima
layanan dalam hal ini masyarakat. Dalam hal pelayapenulis mengacu pada
pendapat Moenir dalam Pasolong, dimana pihak perndy@man harus dapat
memenuhi kebutuhan pihak yang dilayananinya sdeagsung tanpa adanya
perantara agar terjadi komunikasi antara yang mend&anan dengan yang
menerima layanan.

Kemudahan memperoleh pelayanan

Barata berpendapat (2003:11) dalam konsep pelayahdenal dua
jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedian layanan plarerima layanan atau
service provideradalah pihak yang dapat memberikan suatu layangnte
kepada konsumen, baik berupa layanan dalam beparyedian dan
penyerahan barangdodg atau jasa- jasasé€rvicey. Penerima layanan atau
service receivendalah pelanggan (custumer) atau konsurnensgimey yang
menerima layanan dari para penyedia layanan.
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Kejelasan pelayanan

Keterbukaan pelayanan menjadi faktor penting bagsyarakat yang
ingin dilayani dalam pengurusan administrasi kepelnéan sebagai suatu
indikator pendataan kependudukan yang lebih jelanlasyarakat maupun
kepemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaiktglelayanan
yang diberikan kepada masyarakat berupakan syaeat dhdentitas
kewarganegaraan yang jelas dari masyarakat

Disamping itu keterlibatan dalam unit kerja pelegiamasyarakat ini
sangat mendukung dalam mewujudkan kejelasan atéerbk&aan dalam
pelayanan  kepada  masyarakat, keterlibatan  unit akerjalah
Staf,Kasi,kabid,oprator dan yang akan bertangguavwgalp terhadap sistem
administrasi tersebut diberikan kepada Kasi daridk@iinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan

Kesederhanaan prosuder

Prinsip kesederhanan prosedur ini mengandung antvé, dengan tata
cara diselengarakan secara mudah,lancar,tepat bdddelit — belit mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyaraka yeminta pelayanan
terutama dalam pengurusan administrasi kependudileanudahan dalam
merebut kepercayaan masyarakat ialah dengan melatasur,baleho,
disampaikan melalui radio dan surat edaran daasdoapil, agar masyarakat
lebih merasakan keperdulian Dinas KependudukarPéacatatan Sipil kepada
masyarakat dan masyakat lebih mengetahui fungsii daministrasi
kependudukan itu sendiri dalam memeberikan kemudatian merebut
kepercaya masyarakat

Kemudahan mengakses pelayanan

Kemudahan dalam mengakses suatu pelayanan ke mestlyadalah
hal yang penting untuk dapat mengurus adminiskesedudukan yang mudah
diperoleh masyarakat, kemudahan dalam akses pealayamngacu pada
informasi lokasi,tempat,sarana dan prasarana yamgauai kepada masyarakat
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di KatarpBulungan.

Faktor Penghambat
Pelayanan publik dapat dipahami sebagai segalatiegyang dilakukan dalam
rangka memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan ek dasar setiap warga
negara dan penduduk atas suatu barang, jasa darapah administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang tedesigan kepentingan
publik.

Pelayanan adalah tanggung jawab pemerintah, bagatpmaupun
daerah. Pada era desentralisasi dan semakin kudemwakratisasi saat ini,
maka tuntutan akan tanggung jawab atas pelayanaiik ptersebut juga
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semakin kuat dan mengemuka. Pada saat ini kinetgygnan publik sudah
menjadi ukuran pemerintah daerah.

Dalam berbagai kesempatan, ketidak puasan atasj&kipelayanan
publik ini kian banyak diungkapkan oleh masyaraksdcara terbuka.
Masyarakat menuntut penyelenggaraan manajemenapelaylebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraaajemen pelayanan
publik yang baik.

Ketebatasan anggaran dari pemerintah daerah bedlas gan ini sangat

berkaitan dengan kurangnya staff atau pegawai unerialankan administrasi
kependudukan di Dinas pencatatan Sipil, salahysatg menjadi penghambat
jalannya adminitrasi kependudukan Pencatatan 8ipabupaten Bulungan,

tidak adanya cabang — cabang catatan sipil didaedaerah terpencil tersebut,
sehingga mengharuskan masyarakat mendatangi K@atatan sipil

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan pgenulenarik
kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut:

Trarif biaya dalam pengurusan administrasi dariaslirkependudukan dan
pencatatan sipil masih belum jelas, meski pemdrintdah mengeluarkan
kebijakan, selain itu keterbatasan dana dari penadridaerah untuk keperluan
administrasi yang masih minim untuk menjangkau alaer daerah terpencil
yang menjadi salah satu kendala Dinas kependudd&anPencatatan Sipil
sebagai suatu pendataan kependudukan sehingga bedndapat hasil secara
maksimal dan kuragnya cabang — cabang atau kaetobgntu catatan sipil
didaerah terpencil sehingga penduduk didaerah kterskarus mendatangi
kantor pusat capil yang jaraknya cukup jauh untitengpouh, merupakan
indikator atau kendala Dinas Kependudukan dan RataraeSipil di Kabupaten
Bulungan

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas dan peata langsung di
lapangan tentang Studi Tentang Transparansi pd&nggaraan Pelayanan
publik pada kantor catatan sipil Kabupaten Bulungafimantan Utara, maka
dalam hal ini penulis ingin menyampaikan saranfsarang kiranya dapat
bermanfaat bagi Kantor Catatan Sipil. Adapun saeran tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Sangat pentingnya cabang — cabang didaerah tekpdiK@bupaten
Bulungan, yang harus diperhatikan oleh Pemerintaleré&h setepat,
selain untuk memepermudah akses pelayanan, inigagangsi untuk
mendapatkan hasil data kependudukan dari daerakrafterpencil.

2. Perlunya perhatian pemerintah terhadap Dinas kepkmkdn dan
Pencatatan Sipil dalam hal membrikan dana untuk Ivaeto
berjalannya program — program adminisrasi yang Isutlatur oleh
Dinas Kependudukan Kabupaten Bulungan.
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3.  Peneliti menyarankan perlu adanya keterbukaan tdiifya
penyelesaian administrasi kependudukan yang jelpada masyarakat,
meski masyarakat tidak mempermasalahakan hal terseb
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